UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18
TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a bahwa dengan belakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Dagrah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan
Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas,
nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah;age amang

b. bahwa ddam penydenggaaan Otonomi Daerah, dipandang perlu menekankan
pringp-prindp demokras, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan
akuntabilitas serta memperhetikan potens dan keanekaragaman Daerah;

c. bahwa Pgak Daerah dan Retribus Daerah merupakan sdah satu sumber pendapatan
Dagrah yang penting guna membiaya penydenggaraan pemerintahan Daerah  dan
pembangunan Daerah untuk memantgpkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan
bertanggungjawab;

d. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgak Daerah dan Retribus
Dagerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d
di atas, maka perlu dilakukan Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pgak Daerah dan Retribus Daerah,

Mengingat :

1. Pasd 1 ayat (1), Pasa 5 ayat (1), Pasal 18, Pasd 18A, Pasa 18B, Pasd 20 ayat (2),
dan Pasd 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tdah diubah dengan
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgjak Daerah dan Retribus Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negaa Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUS
DAERAH.

Pasal |
Bebergpa ketentuan daam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgak Daerah
dan Retribus Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3 angka 7, angka 9, angka 10, angka 11,
angka 12, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20,
angka 22, angka 24, angka 25, angka 33, angka 34, angka 35, dan angka 37 diubah,
sehingga kesdluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"Pasd 1

Ddam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Daerah Otonom, sdanjutnya disebut Daerah, addah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunya batas Dagrah tertentu berwenang mengatur dan  mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspiras
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah Daerah adadah Kepala Dagrah beserta perangkat Dagrah Otonom yang
lain sebagal badan eksekutif Daerah.

Kepaa Daerah addah Gubemur bagi Daerah Proping atau Bupati bagi Daerah
Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota.

Pgabat addah pegawa yang diberi tugas tertentu di bidang perpgakan Daerah
dan/atau Retribus Dagrah sesua dengan peraturan  perundang-undangan yang
berlaku.

Peraturan Dagrah addah, peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Dagrah dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pgak Daerah, yang sdanjutnya disebut pgak, addah iuran wgib yang dilakukan
oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbdan langsung yang
seimbang, yang dapat dipaksskan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang digunakan untuk membiaya penydenggaraan pemerintahan
Daerah dan pembangunan Daerah.

Badan addah sekumpulan orang dar/atau modd yang merupakan kesatuan baik
yang meakukan ussha maupun yang tidek meakukan usaha yang mdiputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Dagrah dengan nama dan ddam bentuk apapun, firma, kongd,
koperas, dana pensun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisas massa,
organises sodd  politik, aau organisas yang sgenis, lembaga, bentuk usaha
tetap, dan bentuk badan lainnya

Subjek Pgak adalah orang pribadi atau badan yang depat dikenakan Pgjak
Daerah.

Wagjib Pgak addah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan  perpgakan  Daerah  diwgibkan  untuk  melakukan
pembayaran pgak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong paak
tertentu.

Masa Pgak addah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan
takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Tahun Pgak addah jangka waktu yang lamanya | (satu) tahun tekwim kecudi
bila Wgib Pgak menggunakan tahun buku yang tidek sama dengan tahun
takwim.

Pgak yang terutang addah pgak yang harus dibayar pada suatu saat, ddam Masa
Pgak, ddam Tahun Pgak, atau ddam bagian Tahun Pgak menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpagjakan Daerah.

Pemungutan addah suatu rangkaian kegiatan mula dari penghimpunan data objek
dan subjek pgak atau Retribus, penentuan besarnya pgak atau Retribus yang
terutang sampal kegiatan penagihan pgjak atau Retribus kepada Wagjib Pgak atau
W4jib Retribus serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pgak Daerah, yang dapat disngkat SPTPD, addah surat
yang oleh Wagib Pgak digunakan untuk meaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, Objek Pgjak dan/atau bukan Objek Pgak, dan/atau harta dan
kewsgjiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpg akan Daerah.
Surat Setoran Pgak Daerah, yang dapat disngkat SSPD, adalah surat yang oleh
Wagib Pgak digunakan untuk melakukan pembayaran akau penyetoran pgak



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pgjak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

Surat Ketetgpan Pgak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disngkat SKPDKB,
addah surat ketetgpan pgak yang menentukan besarnya jumlah pokok paak,
jumlah kredit pgak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pgak, besarnya
sanks adminidras, dan jumlah yang masiti harus dibayar.

Surat Ketetgpan Pgak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetgpan pgak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pgak Dagrah Lebih Bayar, yang dapat disngkat SKPDLB,
addah surat ketetgpan pgak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
paak karena jumlah kredit pgak lebih besar daripada pgjak yang terutang atau
tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pgjak Daerah nihil, yang dapat disingkat SKPDN, addah surat
ketetapan pgak yang menentukan jumlah pokok pgak sama besarnya dengan
jumlah kredit pgjak atau pgjak tidak terutang dan tidak ada kredit pgjak.

Surat Tagihan Pgak Dagrah, yang dapat disngkat STPD, addah surat untuk
melakukan tagihan pgak dan/atau sanks adminidtras berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan addah surat  keputusan  yang  membetulkan
kesdlahan tulis, kesdahan hitung dan/atau kekdiruan daam penergpan ketentuan
tertentu daam peraturan perundang-undangan perpgakan Daerah yang terdapat
dadam Surat Ketetgpan Pgak Daerah, Surat Ketetgpan Pgak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pgak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pgak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pgak Daerah Nihil atau Surat
Tagihan Pgak Daerah.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Ketetapan Pgjak Daerah, Surat Ketetapan Pgak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pgjak Dagrah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pgjak Daerah
Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pgak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang digukan oleh Wgjib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pgak atas banding terhadap
Surat Keputusan K eberatan yang digjukan oleh Wgjib Pgak.

Pembukuan addah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informaes  keuangan yang mdiputi harta, kewgiban,
modd, penghaslan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang aau jasa, yang ditutup dengan menyusun lgporan keuangan berupa neraca
dan lgporan labarugi pada setigp Tahun Pagjak berakhir.

Retribus Daerah, yang sdanjutnya disebut Retribus, addah pungutan Daerah
sebaga pembayaran aas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Dagrah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.

Jasa addah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan peayanan yang
menyebabkan barang, fadlitas, atau kemanfastan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediekan aau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfastan umum serta degpat dinikmati  oleh
orang pribadi atau badan.

Josa Usdha addah jasa yang disedigkan oleh Pemerintah Daerah  dengan
menganut pringp-prindp komersad karena pada dasarnya dapat pula disediakan
oleh sektor swasta

Perizinan Tertentu addah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah ddam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi aau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaiuran, pengenddian dan pengawasan aas  kegiatan,
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya dam, barang, prasarana, sarana atau



fadlitas tetentu guna mdindungi kepentingan umum dan menjaga keedarian
lingkungan.

31. Weib Retribus addah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan  Retribus  diwgibkan untuk meakukan  pembayaran
Retribug, termasuk pemungut atau pemotong Retribug tertentu.

32. Masa Retribus adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagh Wgib Retribus untuk memanfagikan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

33. Surat Setoran Retribus Daerah, yang dapat disngkat SSRD, addah surat yang
oleh Wgib Retribus digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
Retribus yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang
ditetapkan oleh Kepala Dagtah.

34. Surat Ketetapan Retribus Daerah, yang dapat disngkat SKRD, addah surat
ketetapan Retribus yang menentukan besarnya pokok Retribus.

35. Surat Ketetgpan Retribus Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB,
addah surat ketetgpan Retribus yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribus karena jumlah kredit Retribus lebih besar daripada Retribus yang
terutang atau tidak seharusnya terutang.

36. Surat Tagihan Retribus Daerah, yang dapat disngkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan Retribus dan/atau sanks administras berupa bunga darvatau
denda.

37. Pemeriksaan addah serangkaan  kegialan  untuk  mencari, mengumpulkan
mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji  kepatuhan pemenuhan
kewgiban perpgakan Daerah dan Retribus dan untuk tujuan lain ddam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpgakan Daerah dan
Retribus.

38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpgekan Dagrah dan Retribus addah
serangkaan tindakan yang dilakukan olen Penyidik Pegawva Negeri Spil, yang
sanjutnya dissbut Penyidik, untuk mencari sata mengumpulkan bukti  yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpgakan Daerah dan
Retribus yang terjadi serta menemukan tersangkanya.”

. Ketentuan Pasdl 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, serta ayat (5) dan
ayat (6) dihapus, sehingga kesdluruhan Pasal 2 berbunyi sebagal berikut:

"Pasdl 2
(2) Jenis pgjak Proping terdiri dari:
a. Pgak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
b. BeaBaik NamaKendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
c. Pagjak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d. Pgak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
(2) Jenis pgak Kabupatern/Kotaterdiri dari:
a. Pgak Hotd;
b. Pgak Restoran;
c. Pgak Hiburan;
d. Pgak Reklame,
e. Pgak Penerangan Jdan;
f.  Pgak Pengambilan Bahan Gdian Golongan C;
g Paak Parkir.
(3) Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pgak sebagaimana
dimaksud daam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pgak kabupaten Kota sdan
yang ditetapkan daam ayat (2) yang memenuhl kriteria sebaga berikut:
a. berdfat pgak dan bukan Retribug;
b. objek pgak terletak atau terdapat di wilayah Dagrah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan dan mempunya mobilitas yang cukup rendah serta hanya
meayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupatern/K ota yang bersangkutan;



Cc. objek dan dasar pengenaan pagak tidak bertentangan dengan kepentingan
umum;

d. objek pgak bukan merupakan objek paak Proping dan/atau objek pagak

Pust;

potensinya memeada;

tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;

memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
h.  menjaga ke estarian lingkungan.

(5) dihapus.

(6) dihapus”

. Di antara Pasd 2 dan Pasd 3 dissipkan 2 (dua) Pasd yaitu Pasal 2A dan Pesd 2B,
yang berbunyi sebagai berikut:

Q o

"Pasal 2A

(1) Hasl penerimaan pgjak Propins sebagaimana dimeksud daam Pasd 2 ayat (1)
sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Proping yang
bersangkutan dengan ketentuan sebaga berikut:

a Hasl penerimaan Pgak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan
Bea Bdik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan
kepada Daerah Kabupaten/K ota paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

b. Hasl penerimaan Pgak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada
Daerah Kabupaten/K ota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);

c. Hadl penerimaan Pgak Pengambilan dan Pemanfaastan Air Bawah Tanah dan
Air Permukaan diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota pding sedikit 70%
(tujuh puluh persen).

(2) Hasl penerimaan pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2)
dan ayat (4) diperuntukkan paing sedikit 10% (sepuluh persen) bagi Desa di
wilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

(3) Bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Proping dengan memperhatikan aspek-
pemerataan dan potens antar Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Bagian Desa sebagaimana dimaeksud dadam ayat (2) ditetgpkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potens antar
Desa.

(5) Penggunaan bagian Dagrah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud daam ayat
(2) ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten/Kota.”

"Pasd 2B

(1) Ddam hd hasl penerimaan pgak Kabupaten/Kota dadam suau  Proping
terkonsentras pada sgjumlah kecil Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang
merealokaskan hasl penerimaan pgak tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota
dalam proping yang bersangkutan.

(2) Daam hd objek pgak Kabupaern/Kota ddam sau Proping yang bersfat lintas
Dagrah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang untuk meredokaskan haesl
penerimaan paak tersebut kepada Daerah Kabupaten/K ota yang terkait.

(3) Redlokas sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh
Gubemur atas dasar kesepakatan yang dicapal antar Daerah Kabupaten/Kota yang
terkait dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
yang bersangkutan .

. Ketentuan Pasd 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagal berikut:

"Pasd 3
(1) Taif jenis pgak sebagamana dimaksud ddam Pasd 2 ayat (1) dan aya (2)
ditetapkan paing tinggi sebesar:
a. Pgak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);



b. Bea Baik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%

(sepuluh persen);

Pgak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);

Pgak Pengambilan dan Pemarfastan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

20% (dua puluh persen);

Pgak Hotel 10% (sepuluh persen);

Pgak Restoran 10% (sepuluh persen);

Pgak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);

Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);

Pgjak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);

Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

2 Tanf pagak sebagamana dimaksud daam ayat (1) huruf a huruf b, huruf ¢, dan
huruf d ditetgpkan seragam di sduruh Indonesa dan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

(3) Taif pgak sebagamana dimeksud ddam ayat (1) huruf e huruf f, huruf g, huruf
h, huruf i, huruf j, dan huruf k ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4) Besanya pokok pgak dihitung dengan mengdikan tarif pgak sebagamana
dimaksud dalam ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak."

oo
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. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5) dan ayat (6),
sehingga kesdluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasd 4

(1) Pgak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah tentang Pgjak tidak dapat berlaku surut.

(3) Peraturan Dagrah  tentang Pgak  sekurang-kurangnya mengatur  ketentuan
mengena :

nama, objek, dan subjek pajak;

dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pagjak;

wilayah pemungutan;

masa pajak;

penetapan;

tata cara pembayaran dan penagihan;

kedauwarsa;

sanks adminigtrag; dan

tanggd mula berlakunya

4 Peraturan Daerah tentang Pgjak dapat mengatur ketentuan mengenai :
a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dadam ha-hd tertentu

atas pokok pajak dar/atau sanksinya;

b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedauwarsa;
C. asastimbd balik.

(5) Peraturan Dagrah sebagaimana dimeksud ddam Pasa 2 ayat (4) harus terlebih
dahulu disosidisaskan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.

(6) Ketentuan mengenal tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosdisas Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepaa Dagrah.”
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. Ketentuan Pasal 5 dihapus.

. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disspkan 1 (satu) Pasd yaitu Pasa 5A yang berbunyi
sebagal berikut:

"Pasal 5A
(1) Daam rangka pengawasan, Peraturan Dagrah sebagaimana dimaksud dalam Pasd
2 ayat (4) dan Pasd 4 ayat (1) disampakan kepada Pemerintah paing lama 15
(limabeas) hari setelah ditetgpkan.



(2) Ddam ha Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) bertentangan
dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan-undangan yang lebih
tinggi, Pemerintah dgpat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud daam ayat (2) dilakukan paing lama | (satu)
bulan sgak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesua
peraturan perundang- undangan yang berlaku.”

. Ketentuan Pasal 18 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5), dan
ayat (6), sehingga kesdluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18

(1) Objek Retribus terdiri dari:

a JsaUmum;
b. JasaUsaha;
c. Peizinan Tertentu.
(2) Retribus dibagi atas tiga golongan:
a  Retribus Jasa Umum;
b. Retribus Jasa Usaha;
C. Reribus Perizinan Tertentu.

(3) Jenis jenis Relribus Jasa Umum, Retribus Jasa Usaha, dan Retribus Perizinan
tetentu sebagamana dimeksud daam aya (2) ditetgpkan dengan Peraturan
Pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. Reribus Jasa Umum:

1. Reribus Jasa Umum bersfat bukan pgak dan bersfat bukan Retribus
Jasa Usaha atau Retribus Perizinan Tertentu;

2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Dagrah daam rangka
pel aksanaan desentrdisas;

3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang
diharuskan membayar Retribus, di samping untuk meayani  kepentingan
dan kemanfaatan umum,

4. jasatersebut layak untuk dikenakan Retribus;

5. Retribus tidek bertentangan dengan kebijakan nasond mengena
penyelenggaraannya;

6. Retribus dapat dipungut secara efektif dan efisen, serta merupakan sdah
satu sumber pendapatan Daerah yang potensid; dan

7. pemungutan Retribus memungkinkan penyediaan jasa terssbut dengan
tingkat dan/atau kuditas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribus Jasa Usaha

1. Retribus Jasa Usaha bersfat bukan pgak dan bersfat bukan Retribus
Jasa Umum atau Retribug Perizinan Tertentu; dan

2. jasa yang besangkutan addah jasa yang bersfa komersd yang
seyogyanya disedigkan olen sektor swasta tetgpi belum memada  aau
terdgpatnya hata yang di @ miliki/dikuasass Deerah yang beum
dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

C. Reribus Perizinan Tertentu:

1. perizinan terssbut termasuk  kewenangan pemerintahan yang diserahkan
kepada Daerah dadlam rangka asas desentralisas;

2. peizinan terssbut benar-benar diperlukan guna mdindungi  kepentingan
umum; dan

3. biaya yang menjadi beban Dagrah ddam penyeenggaraan izin tersebut
dan biaya untuk menanggulangi dampak negdif dai  pemberian izin
tersebut cukup besar sehingga layak dibiaya dari Retribus perizinan.

(4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetgpkan jenis Retribus sdain yang ditetapkan
ddam aya (3) sesua dengan kewenangan otonominya dan memenuhi  kriteria
yang telah ditetapkan.



(5) Hasl penerimaan jenis Reribus tetentu Daerah  Kabupaten  sebagian
diperuntukkan kepada Desa.

(6) Bagian Desa sebhagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa
ddam penyediaan layanan tersebut.”

9. Ketentuan Pasd 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagal berikut:

"Pasd 21

Pringp dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagal berikut:

a untuk Reribus Jasa Umum bedasarkan  kebijakan Dagrah  dengan
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
masyarakat, dan aspek keadilan;

b. untuk Retribus Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yang layak;

Cc. untuk Retribus Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup
sebagian atau seluruh biaya penydenggaraan pemberian izin yang bersangkutan™

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6),
sehingga kesdluruhan Pasal 24 berbunyi sebaga berikut:

"Pasd 24
(1) Retribus ditetapkan dengan Peraturan Dagrah.
(2) Peraturan Daerah tentang Retribus tidak dapat berlaku surut.
(3) Peraturan Dagrah tentang Retribus  sekurang-kurangnya mengatur  ketentuan

nama, objek, dan subjek Retribus;

golongan Retribus sebagaimana dimaksud dalam Pasd 18 ayat (2);

cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;

pringp yang dianut dalam penetgpan struktur dan besarnyatarif Retribug;

struktur dan besarnyatarif Retribus;

wilayah pemungutan;

tata cara pemungutan;

sanks adminidras;

tata cara penagihan; dan

. tanggd mula berlakunya

(4) Peraturan Daerah tentang Retribus dapat mengatur ketentuan mengena :

a masaRetribug;

b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan ddam ha-hd tertentu
atas pokok Retribus dan/atau sanksinya;

c. tatacara penghapusan piutang Retribus yang kedaluwarsa.

(5) Peraturan Daerah untuk jens-jenis Retribus yang tergolong ddam Retribug
Perizinan Tetentu harus terlebih dahulu  disosdisaskan dengan  masyarakat
sebelum ditetapkan.

(6) Ketentuan mengenal tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosdisad Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah.”
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11. Ketentuan Pasd 25 dihapus.

12. Di antara Pasal 25 dan Pasd 26 disspkan 1 (satu) Pasal yatu Pasd 25A, yang
berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 25A
(1) Daam rangka pengawasan, Peraturan Dagrah sebagaimana dimaksud dalam Pasa
18 ayat (4) dan Pasd 24 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah pding lama 15
(limabeas) hari setelah ditetgpkan.



(2) Ddam had Peraturan Dagrah sebagamana dimaksud ddam ayat (1) bertentangan
dengan kepentingan umum dan/atau  peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, Pemerintah dgpat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.

(3) Pembatdan sebagaimana dimaksud daam ayat (2) dilakukan pding lama 1 (satu)
bulan sgak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.”

13. Ketentuan Pasal 36 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) dissipkan 1 (satu) ayat
yaitu ayat 2a, sehingga kesdluruhan Pasa 36 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 36

(1) Setigp pgabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segaa sesuatu yang
diketahui aau diberitahukan kepadanya oleh Wgjib Pgak dadam rangka jabatan
alau pekerjaannya untuk menjdankan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Dagerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud dadam ayat (1) berlaku juga terhadep tenaga ahli
yang ditunjuk oleh Kepda Daerah untuk membantu ddam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(28)Dikecudikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dan ayat (2)

addah:

a Pgabat dan tenaga ahli yang bertindek sebaga saks atau sakd ahli ddam
sSdang pengadilan;

b. Pgabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(3) Untuk kepentingan Daerah, Kepda Dagrah bewenang memberi izin tertulis
kepada pegabat sebagamana dimaksud ddam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli
sebagamana dimeksud ddam ayat (2), supaya memberikan  keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Waib Pgak kepada pihek yang
ditunjuknya.

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan ddam perkara pidana aau perdata
aas permintaan hakim sesua dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara
Perdata, Kepada Dagrah dapat memberikan izin tertulis untuk meminta kepada
peabat sebagamana dimaeksud ddam ayat (1) dan tenaga ahli sebagamana
dimaksud ddam ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wgib Pgak yang ada
padanya.

(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud ddam ayat (4), harus menyebutkan
nama tersangka aau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta
kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan
yang dimintatersebut.”

14. Ketentuan Pasa 42 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

"Pasd 42
(1) Pgabat Pegawa Negeri Spil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebaga Penyidik untuk meakukan penyidikan tindak pidana di

bidang perpgakan Dagrah atau Retribug, sebagamana dimeksud ddam Undang-

undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adaah:

a. mengrima, mencari, mengumpulkan, dan menditi keterangan aau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpgakan Daerah dan Retribus
agar keterangan atau |gporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. menditi, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana perpaakan Daerah dan Retribug;



c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidanadi bidang perpgakan Dagrah dan Retribusg;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang perpgjakan Daerah dan Retribus;

e. mdakukan penggdedahan untuk mendapatkan bahan bukti 4 pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta meakukan penyitaan terhadep
bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli ddam rangka pdaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpgakan Daerah dan Retribug;

g menyuruh berhenti dan/atau mearang seseorang meninggakan ruangan aau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf €;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpgjakan Daerah
dan Retribus;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa  sebaga
tersangka atau sakg;

j.  menghentikan penyidikan;

k. mdakukan tindskan lan yang pelu untuk kdancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpgakan Daerah dan Retribus menurut hukum yang
bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampakan hasl penyidikannya kepada Penuntut Umum
melaui  Penyidik pgabat Polis Negaa Republik Indonesa, sesua  dengan
ketentuan yang diatur daam Undang- undang Hukum Acara Pidana yang berlaku."

Pasal 11
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku semua Peraturan Daerah tentang Pgak dan
Perauran Dagrah tentang Retribus yang tdah 4 digukan kepada Menteri Daam Negeri
untuk mendapatkan pengesahan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 sebdlum  berlakunya undang-undang ini, Sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-undang ini dapet dilaksanakan tanpa memerlukan pengesahan tersebut.

Pasal 111
Undang-undang ini mula berlaku padatanggd diundangkan.

Agar sHigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini
dengan penempatannya daam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
padatanggal 20 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jekarta
Pada tanggal 20 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
DJOHAN EFFENDI
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